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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pengendalian Risiko Berbasis Kotak
Penagihan Untuk Pembiayaan Murabahah diKSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera ( MBS) Cipta Menanggal Surabaya” ini merupakan penelitian
secara kualitatif yang menjawab pertanyaan dari penggunaan kotak
penagihan dalam pembiayaan murabahah serta tingkat efektivitas dalam
mengendalikan risiko pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
dengan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan
untuk menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di
lapangan.Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi
terhadap karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penggunaan kotak
penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan
murabahah yang diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera,
sebelum memberikan kotak kepada anggota, koperasi melakukan
identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Setelah itu
koperasi menjelaskan penggunaan kotak penagihan yaitu dengan
melakukan mediasi dan memberikan surat perjanjian yang berisi
bersedianya anggota menerima kotak penagihan, jumlah yang wajib
dimasukkan ke dalam kotak, dan tanggal pengambilan kotak.

Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan kotak penagihan
dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah,
melakukan refention (menahan risiko) artinya koperasi mampu mengelola
risiko yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain. Berdasarkan ketentuan
Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/1V/2016 rasio pembiayaan berisiko
tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan data penggunaan kotak penagihan
dari bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2017 tercatat mencapai
3,79%.

Diharapkan untuk ke depannya penggunaan kotak penagihan terus
berkembang dan dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada
pembiayaan murabahah.

Kata kunci: manajemen risiko; pembiayaan murabahah; penggunaan kotak
penagihan, risiko pembiayaan
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian
masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan sebuah institusi yang
bertugas mengelola uang yang mereka miliki.Inilah yang melahirkan
sebuah institusi lembaga keuangan.Institusi lembaga keuangan dibagi
menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non
bank.Kemudian dibagi menjadi dua prinsip dasar, yaitu lembaga keuangan
konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan
konvensional dapat ditandai dengan penggunaan sistem bunga, yang
menjadi cara lembaga untuk mendapatkan keuntungan profitabilitas
maksimal. Sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan
yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan tidak mengenal sistem
bunga (r7ba) melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan
bersama.!

Lembaga keuangan syariah terdiri atas perbankan syariah dan
lembaga keuangan syariah non bank.Jenis lembaga keuangan syariah non
bank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, BMT
(Baitul Mal Wa Al Tamwil), dan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah).Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan

1 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2011), 79.



syariah non bank yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT (Baitul Mal Wa
Al Tamwil) membentuk jasa koperasi syariah atau sekarang lebih dikenal
sebagai KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).
KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah
koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan
pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat,
infaq/sedekah, dan wakaf.>’Sama seperti koperasi konvensional yang
berasaskan kekeluargaan dan tolong menolong, sehingga tujuan utamanya
adalah ikut membantu meningkatkan perekonomian dan mensejahterahkan
kehidupan masayarakat. Apalagi pada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah) tidak mengenal adanya bunga (77ba) pada
operasional pembiayaannya, sehingga dengan adanya KSPPS dapat
membantu perekonomian masyarakat dalam hal permodalan usaha dan
peminjaman dana dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah QS.Al-Maidah ayat 2 :

o Gl 2 815 5405 5 91 3530505

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”

2PERMEN No. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Oleh Koperasi, Pasal 1 ayat 2.

3Al-Quran dan Terjemahannya, 5:2.

“Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: CV Jaya
Sakti, 2006), 155.



Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling
tolong menolong dalam hal kebaikan dan janganlah menolong dalam hal
keburukan.Sama seperti prinsip koperasi yang berprinsip kekeluargaan dan
tolong menolong dalam membantu pembiayaan masyarakat yang
bertujuan mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

Seperti adanya keberadaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
(MBS) yang berlokasi di Jalan Cipta Menanggal IIIA/54-F Surabaya,yang
telah berdiri sejak 01 Mei 2008. Ide dan inisiatif berdirinya koperasi
tersebut berawal dari rasa keprihatinan beberapa jamaah dan pengurus
Masjid Al-Fajar terhadap kondisi masyarakat di daerah Cipta Menanggal
yang sering mengalami kesulitan mendapatkan permodalan untuk
mengembangkan usahanya,sehingga mereka mencari alternatif termudah
yaitu melakukan peminjaman kepada rentenir (Bank 7hithil ), walaupun
harus menanggung beban bunga dan denda apabila pembayarannya tidak
tepat waktu sesuai yang telah disepakati.’

Dengan adanya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di daerah
tersebut, masyarakat daerah Cipta Menanggal dapat mudah mendapatkan
peminjaman modal untuk mengembangkan usahanya tanpa adanya
pemberian bunga dan tingkat risiko yang lebih rendah. Berbagai kegiatan
telah dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, misalnya dalam
penghimpunan dana (zakat, infaq, dan shadaqah), serta penyaluran dana

(sumbangan kemanusiaan dan sosial keagamaan). Dengan berbagai produk

SSunardi, Wawancara, Surabaya, 13 September 2017.



pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera,
seperti murabahah, wadi’ah, mudarabah, dan al-gard, serta adanya
pelayanan jasa lainnya, seperti pembayaran PLN, pembayaran PDAM, dan
pembayaran telepon PT.Telkom.

Di operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, pembiayaan
yang sering dilakukan adalah pembiayaan murabahah. Kita mengetahui
pembiayaan murabahah adalah suatu kegiatan jual beli yang di mana harga
beli ditambah margin keuntungan sama dengan harga jual, dan harga
tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak serta pembayarannya
dilakukan dengan cara mengangsur.®

Dengan banyaknya kegiatan pembiayaan murabahah yang
dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, tidak
dipungkiri pembiayaan murabahah tidak lepas dari berbagai macam risiko
yang terjadi di dalamnya. Seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko
likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko
kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.’

Risiko yang paling banyak dihadapi oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera adalah mengenai risiko pembiayaan terhadap anggota koperasi.
Berbagai cara telah dilakukan untuk menangani risiko pembiayaan, seperti
(1) Dengan melakukan rescheduling, (2) Melakukanrestructuring dengan

merubah nominal angsuran dengan menggunakan surat pernyataan, dan

®Ismail, Perbankan Syariah(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.
"Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Grandmedia, 2012), 86-87.



terakhir (3) Melakukan pelelangan agunan (jaminan), apabila anggota
benar-benar dianggap tidak mampu lagi membayar.?

Dari berbagai cara yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan, ternyata belum maksimal
secara keseluruhan untuk mengatasi hal tersebut. Maka dari itu pihak
koperasi memiliki sebuah program terbaru untuk menjadi salah satu sarana
untuk mengendalikan risiko pembiayaanyaitu dengan menggunakan
“Kotak Penagihan”sejak bulan Juni 2017 Kotak penagihan merupakan
media atau salah satu sarana yang dilakukan oleh pihak KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera untuk menangani risiko pembiayaan pada pembiayaan
murabahah.

Tercatat jumlah anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
sebanyak 330 anggota pada tahun 2016 yang tercatat di RAT (Rapat
Anggota Tahunan) tahun 2016. Dengan saldo pinjaman yang mengalami
pembiayaan bermasalah pada kategori kurang lancar sebesar 3,6%. Jumlah
ini mengalami perubahan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Seperti pada tahun 2014 dan 20135, yaitu sebesar 3,2% dan 3,5%.°

Dari presentase tersebut, membuat pihak KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera mulai berinisiatif menggunakan kotak penagihan untuk
mengendalikan  risiko pembiayaanpada pembiayaan murabahah.

Kebanyakan yang diberikan kotak ini adalah anggota koperasi yang

8 Ariyanti Yudha Saputri, Wawancara, Surabaya, 15 September 2017.
Subchan Bashori, Wawancara, 15 September 2017.



memiliki usaha atau berprofesi sebagai pedagang.Hal ini dikarenakan
jumlah pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya.Dengan adanya
program kotak penagihan yang dijalankan oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera, semoga memiliki dampak positif untuk mengendalikan risiko
pembiayaan tanpa ada yang merasa terbebani antara anggota maupun
pihak koperasi.'®

Untuk menangani berbagai peristiwa-peristiwa di dalam kegiatan
operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, hal ini berhubungan
dengan manajemen risiko.Pengertian manajemen risiko adalah serangkaian
metodelogi dan prosedur yang telah digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari
seluruh kegiatan suatu usaha.'!

Berdasarkan sumber atau penyebabnya risiko dibedakan ke dalam
2 hal, yaitu secara risiko secara internal dan risiko secara eksternal.Risiko
secara internal, yaitu risiko yang timbul di dalam perusahaan itu sendiri,
seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan, kecelakaan kerja,
kesalahan manajemen, dan sebagainya.Sedangkan risiko secara eksternal,
yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian,
penipuan, persaingan, bencana alam, fluktuasi harga, dan lain sebagainya.'?

Berdasarkan latar belakang yang di atas, bahwa dalam menjalankan

program baru yaitu kotak penagihan dalam menangani risiko pembiayaan

Sunardi, Wawancara, Surabaya, 13 September 2017.
"Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Grandmedia, 2012), 86.
21bid., 92-96.



pada pembiayaan murabahah, apakah dianggap berhasil atau tidak untuk

meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan pada anggota koperasi. Maka

dari itu peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul

“Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan Untuk Pembiayaan

Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta

Menanggal Surabaya’.

. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun
mengidentifikasi masalah-masalah yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Keberadaan rentenir (Bank 74iti/) yang ada di daerah Cipta Menanggal
Surabaya yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pinjaman dana
karena harus menanggung beban bunga.

2. Banyaknya kegiatan pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera, tidak terlepas dari risiko pembiayaan di dalam
operasionalnya.

3. Pengendalian risiko dengan cararescheduling, restructuring, dan
pelelangan agunan (jaminan), dianggap belum cukup efektif dalam
mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah
terutama anggota yang berprofesi sebagai pedagang yang
berpendapatan harian.

4. Terjadi peningkatan risiko pada tahun 2016 sebesar 3.6%, meskipun
tidak terlalu signifikan kenaikannya, namun koperasi berusaha

menegendalikan risiko tersebut agar tidak terus meningkat.



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti hanya membatasi

masalah pada risiko pembiayaan murabahahdengan menggunakan kotak

penagihan kepada anggota koperasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

dan tingkat efektivitas penggunaan kotak penagihan dalam meminimalisir

risiko pembiayaan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdi atasrumusanmasalah yang

ingindiangkatolehpeneliti adalah:

1.

Bagaimana penggunaan kotak penagihan pada pembiayaan
murabahal?
Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan kotak penagihan dalam

mengendalikan risiko pembiayaan murabahah ?

E. Kajian Pustaka

1.

Skripsi Juli Prastiwi dari UIN Walisongo Semarang dengan judul
“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan pada
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing” di
dalamnya penulis menjelaskan pengendalian risiko terhadap
pembiayaan pada KJKS Ar-Rahmah Gringsing sangat efektif dan
handal untuk mencegah pembiayaan bermasalah, hanya pembiayaan
bermasalah sendiri disebabkan oleh pihak KJKS yang kurang teliti
menganalisis atau mensurvei nasabah KJKS dan juga dalam

penerimaan nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu



pihak KJKS tanpa melihat kelengkapan adminitrasi walaupun potensi
pembiayaan bermasalahnya tinggi.'?

2. Penelitian Moh. Solachuddin Zulfa dari STAIN Kudus yang berjudul
“Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan
Murabahahdi BMT Amanah” di dalamnya menjelaskan pengendalian
risiko pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT
Amanah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan
menggunakan SC (character, capital, capacity, collateral, dan
condition) tetapi BMT Amanah hanya menggunakan 3 saja yaitu
karakter, kapasitas, dan agunan.'#

3. Skripsi Roshila Dewi dari IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul
“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT
Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)” di dalamnya
menjelaskan dalam menerapkan manajemen risiko BMT Al-Hasanah
melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko,
sistem informasi risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan
prinsip 5C (character, capital, capacity , collateral, dan condition), hal
ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang layak dan bertanggung

jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan.'>

BJuli Prastiwi, “Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Persetujuan pada Koperasi Jasa
Keuangan Syari’ah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).
'“Moh.Solachuddin Zulfa, “Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan
Murabahah di BMT Amanah”, Igtishadia, Vol. 7, No. 1 (Maret 2014), 157-178.

Roshila Dewi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan: Studi pada BMT Al-
Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan” (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
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4. Penelitian Fathul Mufid dari STAIN Kudus yang berjudul “Strategi
Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten
Demak” di dalamnya menjelaskan tentang strategi dalam penanganan
risiko pembiayaan murabahah menggunakan caratranscendental
dalam pengelolaan risiko.'®

5. Penelitian Faisal dari Universitas Malikussaleh yang berjudul
“Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung
Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada
Bank Syariah di Indonesia” di dalamnya menjelaskan tentang
pengelolaan restrukturisasi pada bank syariah dilakukan dengan
mempertimbangkan prudential principle (prinsip kehati-hatian) dan
juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: riba,
gharar, dan maisir."’

6. Penelitian Septa Priangga dkk dari Universitas Brawijaya yang
berjudul “Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Sebagai Alat untuk
Meminimalisir Risiko pembiayaan (Studi Kasus pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang)” di dalamnya
dijelaskan untuk menangani risiko pembiayaan pada nasabah, maka

pihak bank akan melakukan penanganan dalam menghadapi kredit

'Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten
Demak”, Equilibrium, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 255-270.

"Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai
Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia”, Dinamika Hukum, Vol. 11,
No. 3 (September 2011), 481-489.
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bermasalah meliputi reschedulling, reconditioning, restructuring,
hapus buku, pengambilalihan agunan, dan hapus tagih.'®

7. Skripsi Sarah Nabilah dari Institut Pertanian Bogor yang berjudul
“Analisis Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengembalian Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian (Studi
Kasus BMT As Salam, Kramat, Demak)” di dalamnya menjelaskan
tindakan mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan
meningkatkan upaya jemput bola dan faktor yang mempengaruhi
terjadinya risiko diantaranya adalah jumlah tanggungan keluarga, jenis
usaha, jarak rumah nasabah dengan BMT, dan aset.?

8. Penelitian Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin dari IAIN Purwokerto
yang berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang
Purwokerto” di dalamnya dijelaskan strategi dalam menangani
pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah cabang
Purwokerto dengan menggunakan stay strategy dan exit strategy.”®

9. Penelitian Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali dari STAIN Jurai Siwo

Metro yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan

8Septa Priangga Putra dkk, “ Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Sebagai Alat untuk
Meminimalisir Risiko pembiayaan: Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau
Kusumadjaja Malang”, Jurnal Adminitrasi Bisnis, Vol. 26, No. 2 (September 2015), 1-7 .

YSarah Nabilah, “Analisis Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian
Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian. Studi Kasus BMT As Salam, Kramat, Demak”,
Institut Pertanian Bogor.

2'Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, e/-JIZYA, Vol.4, No.1
(Januari-Juni 2016), 61-96.
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Mourabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun
2014” di dalamnya berisi tentang solusi untuk menyelesaikan
pembiayaan bermasalah dengan menggunakan musyawarah dan
mufakat yang berupa rescheduling kepada nasabah.?!

10. Penelitian Edi Susilo dari Universitas Islam Nahdatul Ulama
(UNISNU) Jepara yang berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan
Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi
Kasus di BMT Beringharjo Yogjakarta dan BPRS Madina Mandiri
Sejahtera Yogjakarta” di dalamnya berisi tentang perbedaan
penerapan penerapan manajemen risiko diantara kedua lembaga
tersebut, di mana BPRS Madina telah diatur dan diawasi oleh Bank
Indonesia, sedangkan pada BMT Beringharjo dalam penerapan
manajemen risiko lebih pada regulasi sendiri (self regulation)

kemudian dijalan dan dikontrol sendiri (se/f control).*

Agar tidak terjadinya duplikasi dari penelitian-penelitian terdahulu
yang dijelaskan di atas, maka perbedaan dari penelitian ini adalah terletak
pada metode yang digunakan dalam mengendalikan risiko pembiayaan.
Pada Penelitian terdahulu menggunakan prinsip 5C (character, capital,

capacity, collateral, dan condition), transcendental, stay strategy dan exit

21Quhairi dan Fatmawati Maryan Ali, “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah
Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 20147, Jurnal Hukum dan Eknomi
Syariah, Vol. 3, No. 2 (September 2015), 157-171.

22Edi Susilo, “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogjakarta dan BPRS Madina Mandiri
Sejahtera Yogjakarta”, Jurnal Ekonomi & Kewirausahaan, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2015), 23-48.
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strategy, prudential principle, rescheduling, restructuring, reconditioning,
hapus buku,hapus tagih, pengambilalihan agunan, jemput bola,self’
regulation, dan pengendalian secara intern. Sedangkan pada penelitian ini
yaitu menggunakan media kotak penagihan dalam mengatasi risiko

pembiayaanpada pembiayaan murabahah.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya penggunaan kotak
penagihan dapat mengatasi risiko pembiayaan pada pembiayaan
murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal
Surabaya.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauannya berdasarkan teori

manajemen risiko dan teori pembiayaan.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis
Harapan dari penelitiaan ini adalah sebagai bahan referensi untuk ke
depannya, mengingat obyek yang diteliti merupakan masih baru, serta
dapat menguatkan dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Secara praktis
a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan strategi dari kotak

penagihan tersebut untuk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan
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dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja dalam menghadapi berbagai
risiko yang terjadi di dalam lembaga keuangan syariah.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapakan menambah wawasan dan bahan
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya berkaitan
tingkat efektivitas dari penggunaan kotak penagihan dalam
menangani masalah risiko pembiayaan di dalam operasional
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera atau Lembaga Keuangan

Syariah lainnya

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis perlu

memaparkan definisi dari variabel-variabel yang terdapat dalam judul ini,

diantaranya sebagai berikut:

1.

Pengendalian Risiko

Menurut George R. Terry dan Lesile W. Rule, pengendalian adalah
suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai
dan hasil yang ditentukan, serta untuk mencari penyebab
pelanggaran guna dilakukan tindakan perbaikan.?*Sedangkan
menurut Holton ada dua hal yang dibutuhkan agar terjadi

risiko.Pertama, adanya ketidakpastian tentang hasil suatu

ZKaryoto, Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi, Konsep (Yogjakarta: CV Andi Offset , 2016),

119.
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eksperimen. Kedua, “the outcome have to matter in terms of
providing utility” (artinya: hasilnya bisa menimbulkan keuntungan
atau kerugian).?*

Kotak Penagihan

Kotak penagihan merupakan media atau salah satu sarana yang
dilakukan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk
menangani risiko pembiayaan.Kotak penagihan ini akan diberikan
kepada anggota yang menunggak selama 3 bulan, terutama pada
anggota yang berprofesi sebagai pedagang karena pendapatan yang
tidak menentu setiap bulannya. Hal ini untuk menghindari adanya
pelelangan terhadap barang jaminan yang dijaminkan oleh anggota,
dan memberikan solusi atau alternatif lain bagi anggota koperasi
untuk dapat membayar sesuai dengan tingkat kemampuan.?
Pembiayaan murabahah

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, pembiayaan murabahah
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan dan
keuntungan yang telah disepakati. Dalam jual beli
murabahahpenjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli

dan menentukan suatu tingkat keuntungan.?®

I. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

1bid.,120.

2Sunardi, Wawancara, Surabaya, tanggall3 September 2017.
2Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 185-186.
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan diskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk
menganalisis atau mendiskripsikan suatu data yang berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan di lapangan. Di mana menggambarkan secara
utuh peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi
subjek penelitiaan.?’

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara
holistik, interpretive, dan secara diskriptif dalam bentuk kata-kata dan
bahasa dengan metode ilmiah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk
menggambarkan penggunaan kotak penagihan dan tingkat efektifitas
kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada
pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

2.  Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan

data sekunder yang digunakan peneliti.

a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(atau petugasnya) dari sumber pertamanya.?® Adapun yang menjadi
sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara
denganpengurus dan karyawan KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera.

YSugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&ID(Bandung: Alfabeta, 2016), 9.
28Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 90.
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Data sekunder yang digunakan bersumber pada buku-buku
literatur, artikel jurnal, dan data anggota dari KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera yang diberikan kotak penagihan oleh pihak

koperasi.

3. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

a.

Subjek

Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai data
anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan laporan
keuangannya.

2. Sekretaris KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai awal
mula adanya model manajemen risiko yaitu menggunakan

kotak penagihan dalam pembiayaan murabahab.

3. Manager KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai
kualifikasi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

4. Marketing KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mengenai
taknisi penggunaan kotak penagihan kepada anggota koperasi.

Objek

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan kotak

penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaanpada

pembiayaan murabahah dan tingkat efektifitas dalam mengurangi

tingkat risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
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c. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera yang berlokasi di Jln. Cipta Menanggal II11A/54-F
Surabaya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara (interview)
Teknik penelitian ini dilakukan secara langsung baik secara tatap
muka atau melalui media tertentu antara pewawancara dengan
narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.?’
b. Dokumentasi
Teknik penelitian ini dilakukan secara tidak langsung, namun data
yang diambil berasal dari dokumen-dokumen anggota KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera yang mengalami pembiayaan
bermasalah dan yang mendapatkan kotak penagihan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun serta sistemasis
setelah mendapatkan data di lapangan. Ada beberapa teknik yang

digunakan untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur(Jakarta: Prenada Media
Group, 2013), 263.
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Reduksi Data

Data yang telah terkumpul akan dirangkum, kemudian memilih
hal-hal yang pokok, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting
sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.*Pada penelitian ini
menfokuskan pada penggunaan kotak penagihan dan tingkat
efektivitasnya dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada
pembiayaan murabahah berdasarkan data-data yang didapatkan di
lapangan dan data-data dari koperasi.

Penyajian Data

Data yang disajikan berupa tabel, gambar, dan bagan serta uraian
singkat yang menjelaskan hubungan antara kategori-kategori
tersebut agar memudahkan dalam memahami isi data.’'Data yang
ditampilkan adalah data-data dari KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada
pembiayaan murabahah dan penggunaan kotak penagihan dalam
pembiayaan murabahah.

Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah
berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan yang

telah dianalisis secara singkat dan jelas, yaitu mengenai

30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

31Ibid., 249.
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penggunaan kotak penagihan dan tingkat efektivitas dalam
mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahab.
J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa
bab, yang di mana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga
memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menguraikan
tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,
kemudian permasalahan yang diangkat akan dirumuskan pada rumusan
masalah, kajian pustaka untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian
terdahulu, tujuan masalah, kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat
dalam penelitian ini, kemudian definisi operasional untuk mengetahui
istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas,
metode penelitian, serta sitematika pembahasan.

Bab kedua berisikan kerangka teori yang digunakan sebagai
landasan dari penelitian ini.Terdapat teori pembiayan dan teori manajemen
risiko dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera, beserta produk-produk pembiayaan dan pelayanan jasa
yang ditawarkan dan data-data penelitian yang didapatkan di lapangan,
yaitu berupa data mekanisme penggunaan kotak penagihan dan tingkat

efektivitas penggunaan kotak penagihan untuk pembiayaan murabahah.
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Bab keempat adalah menganalisis hasil dari penelitian, yaitu
menganalisis data dari penggunaan kotak penagihan dalam pembiayaan
murabahah, dan tingkat efektivitas penggunaan kotak penagihan dalam
mengendalikanrisiko pembiayaanpada pembiayaan murabahah di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran dari
peneliti bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di Cipta Menanggal
Surabaya dan terkait dengan penggunaan kotak penagihan yang jadi
permasalahan yang diteliti, selain itu sebagai bahan pertimbangan dan

masukan.



BABII

PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk
menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada prinsip
kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana,
sehingga penerima dana berkewajiban mengembalikan dana yang
diberikan oleh pemberi dana sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati selama akad pembiayaan.’?
Dalam SOP KJKS dan UJKS, pembiayaan diartikan sebagai
berikut:
“Suatu kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan
penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan
yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai
dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau
laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana
pembiayaan tersebut.”3?

Sedangkan menurut Peraturan Menteri

No.16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan

32Ismail, Perbankan Syariah(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 105-106.
3Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)”,
Igtishadia, Vol. 9, No.2 (2016), 403.

22
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UsahaSimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pasal 1
ayat 17, pembiayaan adalah dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:**
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang mudarabah dan
musharakah:
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk 7jarah atau sewa beli dalam
bentuk jarah muntahiyah bit tamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istisna’:
d. Transakasi pinjam-meminjam dalam bentuk gard: dan
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk sjarah untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS
dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil.
2. Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diberikan
kepada masyarakat untuk membantu mendapatkan dana dalam

meningkatkan usahanya. Yang disebut masyarakat bisa individu,

3PERMEN No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,Pasal 1 ayat 17.
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pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan
dana.
Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai
berikut:3?
a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan
jasa.
b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan 7id/e
fund (dana yang menganggur).
c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan ekonomi yang
ada.
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah
dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:*®
a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaanya, seperti pembiayaan
investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumsi.’’
b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu, yaitu terdiri dari:
1. Short term (jangka pendek) pembiayaan ini diberikan dengan

jangka waktu maksimal satu tahun.

35Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 108-109.

Ibid., 113.

37Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 231.



25

2. [Intermediate (jangka menengah) pembiayaan ini diberikan
dengan jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.

3. Long term (jangka panjang) pembiayaan ini diberikan dengan
jangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha, seperti sektor industri, sektor
perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,
sektor jasa, dan sektor perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan terdiri dari:3*

1. Pembiayaan dengan jaminan, seperti jaminan perorangan,
jaminan benda berwujud (tanah, gedung, kendaraan, dan
sebagainya), dan jaminan benda tidak berwujud (obligasi,
saham, dan surat berharga lainnya).

2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh
lembaga keuangan syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan
tanpa jaminan memiliki risiko tinggi karena tidak ada
pengamanan dari lembaga apabila terjadi wanprestasi.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, terdiri dari:

1. Pembiayaan retail, pembiayaan ini diberikan kepada individu
atau pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil.

Pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000,-.

381smail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 113.
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2. Pembiayaan menengah, pembiayaan ini diberikan kepada
pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp
350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

3. Pembiayaan korporasi, pembiayaan ini diberikan kepada
pengusaha level tinggi (korporasi) dengan nominal yang sangat
besar hingga lebih dari Rp 5.000.000.000,-.%°

4. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah
Produk pembiayaan lembaga keuangan dibagi menjadi tiga
yaitu:*
a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, seperti murabahah,
salam, dan istisna’.
b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa, seperti ijarah
atau sewa beli dalam bentuk 7jarah muntahiyah bit tamlik.
c. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti mudarabah
dan musharakah.
5. Jenis-Jenis Akad
Akad merupakan kontrak antara kedua belah pihak, di mana
masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka
masing-masing yang telah disepakati dahulu dan menerima sanksi

apabila melakukan suatu kesalahan di salah satu pihak.

¥1bid., 114-119.
“Adi Warman A. Karim, Bank Islam.: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 97.
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Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Menteri No.
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang dimaksud
“Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPS Koperasi
dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”*!

Secara garis besar, terdapat dua jenis akad di dalam transaksi
diantaranya sebagai berikut:

a. Akad Tabarru’ (gratuitous contract)
Akad tabarru’ merupakan segala macam perjanjian yang
menyangkut pada non-profit transaction (transaksi nirlaba). Akad
ini digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tanpa
mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah SWT.Dengan
demikian bahwa masing-masing pihak tidak terlihat untuk saling
mengambil keuntungan dalam akad ini. Contoh akad tabarru’
antara lain adalah gard, rahn, bawa_lab, wakalah, kafalah, wadi’ah,
dan hibah*

b. Akad Tijarah (compensational contract)
Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut

for transaction profit (mencari keuntungan). Jadi tujuan utama

“'PERMEN No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasall ayat 38.

“2Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),
13-15.
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akad ini adalah masing-masing pihak saling mencari keuntungan,

besarnya keuntungan berdasarkan kesepakatan dari masing-

masing pihak.*? Transaksi dalam akad tijarah dibagi menjadi dua
yaitu:

1. Natural Certainty Contracts (NCC), merupakan suatu jenis
kontrak transaksi bisnis yang memiliki kepastian keuntungan
dan pendapatan, baik jumlah, mutu, harga, dan waktu
penyerahannya. Karena masing-masing pihak terlibat dalam
prediksi pembayaran dan waktu pembayarannya.** Yang
termasuk kategori NCC adalah akad jual beli (mmurabahah,
salam, dan istisna’) dan akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah
muntahiyah bit tamlik).

2. Natural Uncertainty Contracts (NUC), pihak-pihak yang
bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu
kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama
untuk mendapatkan keuntungan.*> Yang termasuk kategori
NUC diantaranya musharakah, muzara’ah, musa_qab, dan

mukhabarab.

“Ibid., 15.

Y“Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, 2004), 72.
#Ibid., 73.
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B. Pembiayan Murabahah
1. Pengertian Pembiayan Murabahah

Mourabahah berasal dari kata ar-ribhu dalam bahasa arab yang
artinya adalah, kelebihan dan tambahan keuntungan.Secara sederhana,
murabahahsuatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah
keuntungan yang disepakati.

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara
umum yang dibolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum
diperbolehkannya murabahahberdasarkan ayat jual beli, seperti firman

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

46350 54 5 aaall ! Jal
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*’

Dan juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

|35 e0kas 0s88 G §) Il Gl 20 5 3 By il it g
825 2K, (Kl &) ¢ a0l 151 Y50 Kl
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”®
Dari kedua ayat di atas jelas bahwa Allah memperbolehkan

untuk melakukan jual beli secara halal, jual beli yang berdasarkan suka

46al-Qur’an dan Terjemahannya, 2:275

4’Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: CV Jaya
Sakti, 2006), 69.

48al-Qur’an dan Terjemahannya, 4:29.

“Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: CV Jaya
Sakti, 2006), 122.
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sama suka, dan mengharamkan jual beli yang mengandung

riba’Berikut definisi-definisi mengenai murabahah:

a. Menurut Peraturan Menteri No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi yang dimaksud dengan murabahah “adalah
akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai keuntungan yang disepakati.”°

b. Menurut Veitzal Rivai, jual beli murabahah “adalah akad jual beli
suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan
pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan
atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang
diperolehnya.”!

c. Menurut PBI No. 13/13/PBI/2011 bahwa murabahah “adalah
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai keuntungan yang disepakati.”>?

S9PERMEN No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 ayat 44.

S'Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 66.
>2PBI No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah, Pasal 1 ayat 7.
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d. Menurut Monzer Kahf murabahah ‘sebagai perjanjian jual beli
dengan kewajiban bagi penjual untuk menyebutkan modal dan

keuntungan yang ia inginkan.”>3

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian dari murabahahsuatu kegiatan jual beli yang di mana harga
beli ditambah margin keuntungan sama dengan harga jual, dan harga

tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
Dalam melakukan pembiayaan murabahah, ada rukun dan
syarat yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah maupun
nasabah saat melakukan pembiayaan murabahah. Rukun murabahah
ada 5 yaitu:>*
a. Penjual (bai’)
b. Pembeli (musytari’)
c. Barang/obyek (mabi’)
d. Harga (¢saman)

e. Ijab qabul (sighat)

Sedangkan secara singkat syarat-syarat

pembiayaanmurabahah adalah sebagai berikut:

53Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten
Demak”, Equilibrium, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 259.
S4bid., 71.
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a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan

terpaksa.

b. Barang yang menjadi obyek transaksi adalah barang yang halal

serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya.

c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan dan mekanisme

pembayaran harus dijelaskan secara jelas.

d. Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan

menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat di dalam

akad.>?

3. Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Berbagai macam produk pembiayaan telah diterapkan dalam
operasional lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan
murabahah.Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah
adalah suatu akad jual beli antara lembaga dengan nasabah atas suatu
barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Lembaga
akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada
nasabah dengan harga yang telah ditambahi keuntungan untuk
lembaga dan telah disepakati oleh nasabah.

Pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk jenis pembiayaan
investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi akad murabahah
sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh

nasabah atau adanya barang menjadi objek investasi. Sedangkan

>Ibid., 74.
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dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi

oleh nasabah jelas dan terukur (kendaraan, perabotan rumah tangga,

dan lain sebagainya). Dan pembiayaan murabahah kurang cocok untuk
pembiayaan modal kerja yang diberikan secara langsung dalam bentuk
uang.>®

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembiayaan murabahah

, adapun ciri dasar pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan

syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembeli (nasabah) harus mengetahui harga-harga yang terkait
barang tersebut, seperti harga asli barang, laba, dan total harga
setelah ditambah biaya-biaya lainnya.

b. Apa yang dijual adalah barang yang harus dibayar dengan uang.

c. Barang yang dijual harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual
harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

d. Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini pembeli membayar uang
muka dan nominalnya telah ditentukan dan telah disepakati antara

lembaga dengan nasabah.>’

Untuk memperjelas aplikasi mengenai pembiayaan murabahah

di lembaga keuangan syariah, berikut ditampilkan skema dan alurnya:

SIsmail, Perbankan Syariah(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 140-141.
>Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 81.
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Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

1. Negosiaz & persyaratan

2. Akad fual beli

Lembaga —*| Nasabah
Keuangan Syariah |*
6. Bayar

5. Terima barang &

dokumen
3.Beli barang

Supplier/Penjual

h 4

4, Kirim barang

Keterangan :

1. Lembaga keuangan syariah dan nasabah akan melakukan negosiasi

tentang transaksi jual beli yang direncanakan. Poin jual beli adalah
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barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual, serta

nasabah melengkapi persyaratan dalam transaksi jual beli.®

. Lembaga akan melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana

lembaga sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

. Atas dasar akad jual beli yang telah dilakukan oleh lembaga

dengan nasabah, maka lembaga akan membeli barang ke
supplier/penjual sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang di
dalam akad.

Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah

lembaga.

. Nasabah menerima barang dari supplier dan dokumen kepemilikan

barang tersebut.
Setelah menerima barang dan dokumen, selanjutnya nasabah
melakukan pembayaran kepada lembaga, lazimnya pembayaran

yang dilakukan dengan cara mengangsur.>’

C. Manajemen Risiko

1.

Pengertian Manajemen Risiko

Setiap bidang yang berhubungan dengan bisnis pasti akan

berhadapan dengan yang namanya risiko, begitu pula dengan lembaga

keuangan syariah juga akan menanggung risiko di dalam operasionalnya

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

108.

SIsmail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 139-140.
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terutama pada pembiayaan yang dilakukan lembaga tersebut. Untuk itu
setiap lembaga dituntut untuk dapat mengendalikan setiap risiko yang
dihadapi.

Hal tersebut menuntut lembaga keuangan syariah untuk
melaksanakan sebuah pelaksanaan manajemen risiko yang baik. Setiap
lembaga keuangan bertujuan untuk memperoleh refurn tertentu dari
aktivitas bisnisnya. Untuk itu, mereka akan menanggung suatu risiko
tertentu sesuai dengan sasaran perolehan yang ingin dicapai.®°

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu
peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya
ketidakpastian pada peristiwa tersebut.'Sedangkan menurut Philip Best
menyatakan “bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik langsung
maupun tidak langsung.”®?

Risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) risiko pasif, yaitu
risiko yang tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya, dan
b) risiko responsif, yaitu risiko yang munculnya memiliki penjelasan

kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas.®

%Rizki Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha
Masyarakat”, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2 (Desember 2014), 222.

®1Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya: Studi Kasus pada Bank BTN
Kantor Cabang Syariah Malang”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 2
(September 2013), 113.

82Veitzhal Rivai dan Rifki Ismal, Is/amic Risk Management for Islamic Bank (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2010), 57.

83 Sirajul Arifin, “ Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, Tsagafah: Jurnal Peradaban
Islam , Vol. 6, No. 2 (Oktober 2010).
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Berdasarkan penjelasan di atas mengenai risiko, untuk itu perlu
adanya manajemen risiko untuk mengendalikan berbagai macam risiko
yang dihadapi oleh lembaga.Secara umum manajemen risiko merupakan
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko.
Berikut beberapa definisi tentang manajemen risiko:

a. Menurut Bank Indonesia manajemen risiko ‘“sebagai serangkaian
prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari
kegiatan usaha bank.”%*

b. Menurut Adiwarman Karim manajemen risiko “yaitu serangkaian
prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari
kegiatan usaha.”®

c. Menurut Irfan Fahmi manajemen risiko “sebagai suatu bidang ilmu yang
membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam
memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan

berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.”

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakandi atas, dapat

disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu rangkaian

%4PBI No. 13/23/PBI/2011, Pasal 5 ayat 1.

85Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 255.

66Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten
Demak”, Equilibrium, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 258.
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prosedur yang terencana dan terukur untuk mengendalikan berbagai

risiko yang dihadapi agar tidak merugikan.

2. Jenis-Jenis Risiko
Secara umum risiko-risiko melekat pada aktivitas bisnis maupun
pembiayaan. Terdapat empat risiko yang sering dihadapi oleh Lembaga
Keuangan Syariah, antara lain sebagai berikut:¢’

a. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan
nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat berasal
dari fungsinal lembaga sendiri atau berasal dari debitur yang
sehingga mengalami gagal bayar sesuai akad yang telah
disepakati.®

b. Risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan nilai ekuitas yang
tidak dipastikan namun tergantung pada naik turunnya nilai
investasi yang ada di pasar.®’

c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat lembaga tidak mampu untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Untuk memenuhi
kebutuhan likuiditasnya, lembaga dapat menggunakan sumber dana
dari kas atau aset yang bernilai likuid tinggi yang dapat diagunkan

tanpa harus mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan lembaga.

"Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank Islam(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25.

8Rizki Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha
Masyarakat”, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2 (Desember 2014), 230.

% Sirajul Arifin, “ Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, Tsagafah. Jurnal Peradaban
Islam , Vol. 6, No. 2 (Oktober 2010), 330.
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d. Risiko operasional adalah risiko yang berasal dari internal lembaga
itu sendiri, seperti kegagalan proses sistem, kesalahan manusia
(human error), kegagalan proses internal, dan adanya kejadian-

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga.”®

3. Proses Manajemen Risiko

Risiko dapat terjadi di mana saja dan bisa datang kapan saja,
jika risiko tersebut menimpa suatu lembaga keuangan syariah, maka
lembaga tersebut bisa mengalami suatu kerugian yang
signifikan.Untuk itulah dibutuhkannya suatu manajemen risiko agar
dapat mengendalikan atau menghindari risiko.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka tahap
awal yang dilakukan adalah dengan mengenal dan memahami serta
mengidentifikasi risiko yang sedang dihadapi. Baik risiko yang sudah
ada (inherent riskmaupun risiko yang timbul karena bisnis baru yang
sedang dijalankan. Selanjutnya secara berturut-turut akan melakukan
pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Karena risiko itu
penting untuk dikelola.Sehingga tujuan dari manajemen risiko adalah
mengelola risiko tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal.”!

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-

proses berikut ini:

Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank Islam(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 28.
""Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 279-260.
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a. Identifikasi Risiko

Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang

timbul, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko baik

secara internal maupun eksternal sampai terjadinya peristiwa yang

tidak diinginkan.”? Dalam melakukan identifikasi risiko dapat

dilakukan melalui beberapa cara antara lain: "

1.

2.

Menganalisis laporan keuangan.

Menganalisis flowchart kegiatan dan operasi koperasi untuk
melihat risiko dalam operasionalnya.

Menganalisis kontrak yang telah dan sedang dibuat antara
perusahaan dengan anggota.

Melihat catatan statistik kerugian koperasi.

Survei dan wawancara terhadap manajer sehubungan dengan

risiko yang biasa dihadapi oleh koperasi.

b. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tahap ini dilakukan untuk memahami risiko lebih baik. Kemudian

untuk melaksanakannya dengan cara evaluasi secara berkala

terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang

"2Rizki Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha
Masyarakat”, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2 (Desember 2014), 232.

Merry Natalia Nawatri dkk, “Efektifitas Proses Manajemen Perbankan dalam Mengendalikan
Risiko Kredit: Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang”,
Jurnal Adminitrasi Bisnis, Vol. 25, No. 1 (Agustus 2015), 3.
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digunakan untuk mengukur risiko.”* Dalam pengukuran risiko

dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan seperti:

1. Normal Loss Expectancy, bila kerugian masih dapat dikelola
sendiri.

2. Probable Maximum Loss, kerugian bila pengaman tidak
berfungsi.

3. Maximum Foreseeable Loss, kerugian yang tidak dapat diatasi
sendiri.

4. Maximum Possible Loss, kerugian yang tidak dapat diamankan
(baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

c. Pengelolaan Risiko

Setelah melakukan analisis dan evaluasi, langkah selanjutnya

adalah mengelola risiko.Hal ini memerlukan pengelolaan yang

berbeda pula sesuai dengan risiko yang dihadapi. Pada umumnya

risiko dapat dikelola dengan melakukan:

1. Penghindaran, penghindaran dilakukan apabila risiko yang
dihadapi sangat besar dan koperasi tidak dapat mengelolanya.

2. Ditahan (retention), menahan risiko apabila koperasi mampu
mengelola risiko yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain.

3. Diversifikasi adalah penempatan beberapa aset milik koperasi

yang digunakan untuk meminimalkan risiko. Diversifikasi

"Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 260.
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dapat dilakukan apabila koperasi memiliki sumber daya yang
cukup, sehingga semakin besar diversifikasi yang dimiliki maka
semakin kecil risiko kerugian akibat investasi tersebut.

4. Transfer risiko adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh
risiko yang ditanggung oleh pihak lain (penanggung).

5. Pendanaan risiko adalah suatu kegiatan untuk mengalokasikan
dana koperasi sebagai kompensasi dan cadangan jika risiko
benar-benar terjadi. Pendanaan Risiko hanya dapat digunakan
pada risiko kecil sampai risiko sedang.”

4. Risiko Pembiayaan Murabahah

Setiap lembaga keuangan syariah pasti akan mengalami suatu
risiko dalam mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat,
sama seperti dengan risiko yang ada di dalam pembiayaan murabahah.
Dalam pembiayaan murabahah antara lain adalah risiko pembiayaan
yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, dan risiko
pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan
atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.”®

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, risiko yang biasa terjadi

dalam pembiayaan murabahah antara lain sebagai berikut:”’

SVeitzhal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management for Islamic Bank (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2010), 272.

"*Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 47.
""Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
107.
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a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar
angsurannya.

b. Fluktuasi harga yang komparatif, ini terjadi apabila harga barang di
pasar naik setelah pihak lembaga membelikannya untuk nasabah,
dan lembaga tidak dapat merubah harga barang tersebut.

c. Penolakan nasabah, barang yang telah dikirim bisa ditolak oleh
nasabah karena berbagai sebab. Misalnya adanya kerusakan barang
selama perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya atau
spesifikasi barang berbeda dengan pesanan yang ia pesan.

d. Dijual, karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang,
makasaat telah ditanda tangani maka barang tersebut adalah milik
nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang

tersebut.

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai risiko yang dapat
terjadi di dalam pembiayaan murabahahterdapat banyak sekali risiko
yang harus diantisipasi oleh lembaga keuangan syariah.Tetapi, risiko
yang sering terjadi di dalam pembiayaan murabahah adalah risiko
pembiayaan, di mana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya
dalam membayar angsuran.Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian
yang diderita lembaga, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat
jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban-

kewajibannya kepada lembaga. Sedangkan menurut Tampubolon,
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“risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat

kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya.””®

Pengukuran risiko pembiayaan (risiko pembiayaan) dapat
diketahui dengan NPF (Non Performing Financing) atau rasio
pembiayaan berisiko.Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No.
07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.Standar kriteria yang
ditetapkan Kementrian Koperasi bahwa rasio pembiayaan bermasalah
tidak boleh melebihi 5%.7°Jadi lembaga yang bisa dikatakan sehat atau
dapat mengendalikan risiko pembiayaan dalam operasionalnya tidak

lebih dari 5%.

8Septa Priangga Putra dkk, “Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Sebagai Alat untuk
Meminimalisir Risiko pembiayaan: Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau
Kusumadjaja Malang”, Jurnal Adminitrasi Bisnis, Vol. 26, No. 2 (September 2015), 3 .
PERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal
10.
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BAB III

PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS KOTAK PENAGIHAN PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH
SEJAHTERA

A. Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
1. Sejarah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Awal berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah
adanya ide dan inisiatif berdirinya koperasi tersebut berawal dari rasa
keprihatinan beberapa jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar terhadap
kondisi masyarakat di daerah Cipta Menanggal yang sering mengalami
kesulitan mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usahanya,
sehingga mereka mencari alternatif termudah yaitu melakukan

peminjaman kepada rentenir (Bank 7hithil), walaupun harus
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menanggung beban bunga dan denda apabila pembayarannya tidak
tepat waktu sesuai yang telah disepakati.”

Dengan kondisi demikian, maka tertantanglah untuk mendirikan
sebuah lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Syariah
atau Koperasi Jasa Keuanga Syariah (KJKS), yang diawali dari
sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan danapenggerak
dalam bentuk simpanan pokok sebagai modal awal operasional
Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera.

Pendirian Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera mulai
nampak sejak bulan Februari 45 ketika rapat-rapat mulai
diselenggarakan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan
mengundang pejabat dari kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS
Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan
hukum No: 109/BH/XVI1.37/2008.

Pada saat pendirian KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang
beralamatkan di Jln. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya dengan
mengumpulkan modal dan sejumlah anggota sebanyak 20 orang sesuai
dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengkoperasian
dengan modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun

pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp

173.350.000,-.%!

89Sunardi, Wawancara, Surabaya, 13 September 2017.
81Subchan Bashori, Wawancara, 15 September 2017.
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Seiring berjalannya waktu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera
yang awalnya beralamatkan di JIn. Cipta Menanggal 1V/23 Surabaya,
kemudian pindah di JIn. Cipta Menanggal I1I-A/54F Surabaya Telp/Fax:
031-58251730, di mana kantor sekarang lebih nyaman dari pada kantor
yang sebelumnya.

Selain itu terdapat perubahan jenis koperasi yang awalnya
tentang koperasi jasa berubah menjadi koperasi simpan pinjam.
Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan
UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada
tahun 2016 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang
sebelumnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Visi dan Misi
Visi yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahteraadalah “Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi
koperasi yang syar’i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi
terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha
Allah.”
Sedangkan Misi yang dikembangkan dalam KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera ialah:
1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan

jati diri koperasi.
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2) Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah.
3) Membudayakan bermuamalah secara syar’i.
4) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa.
Motto KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera: “Muamalah Berkah
Sejahtera adalah solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan

amanah.”%?

3. Struktur Organisasi dan Diskripsi Tugas
Dalam suatu organisasi atau lembaga, dibutuhkan orang-orang
untuk menjalankan operasional yang ada di dalamnya, berikut ini
adalah struktur organisasi yang ada di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

82KSPPS MBS, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (Surabaya: KSPPS MBS, 2016), 5.
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Dari gambar di atas terlihat untuk pengelolaan dan pengaturan
jalannya operasional di KSPPS Muamalah berkah sejahtera
dibutuhkan orang-orang yang dipilih berdasarkan RAT (Rapat
Anggota Tahunan), seperti pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara, manajer, admin, dan marketing. Dan pengawas yang terdiri

dari DPS (Dewan Pengawaa Syariah), dan pengawas koperasi.
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap jabatan memiliki

tugas dan tanggung jawab masing-masing, berikut ini adalah diskripsi
tugas dari setiap jabatan:

a. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Tugas DPS adalah untuk melakukan pengawasan terhadap
keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS atau USPPS
koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam

dan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).%3

. Pengawas Koperasi

Tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan
terhadap  kebijakan dan  pengelolaan  operasional  di
koperasi.Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah.?*

. Ketua

Ketua bertugas untuk menetapkan kebijakan, memantau
pelaksanaan dan mengidentifikasi calon anggota baru, melakukan
analisis terhadap transaksi dana, dan menyelesaikan pengaduan

anggota terhadap pelayanan dan pengelolaan koperasi.®

d. Sekretaris

8SOP KJKS dan UJKS, 18.
8Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 113.

8Ibid., 115.
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Sekretaris bertugas untuk menyusun rancangan program Kerja
untuk ke depannya, mengatur, memantau, dan bertanggung jawab
atas seluruh kegiatan operasional koperasi.?¢
e. Bendahara
Bendahara bertugas untuk mengadminitrasikan seluruh kegiatan
baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana koperasi dan
bertanggung jawab atas keamanan aliran kas koperasi.
f. Manajer
Tugas dari seorang manajer adalah melaksanakan kebijakan,
merencanakan, mengelola, dan menentukan target dan sasaran

penghimpunan dana, serta melakukan analisa terhadap transaksi

yang mencurigakan di dalam operasional koperasi.®’

g. Admin
Seorang admin memiliki tugas yaitu menerima dan menvalidasi
transaksi, menyusun laporan keuangan harian dan pendapatan
88

keuangan harian.

h. Marketing

8Sunardi, Wawancara, Surabaya, 3 Agustus 2017.
8Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 116.
81bid., 117.
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Marketing bertugas menghimpun dana-dana anggota atau pihak
lain, membuat target-target pemasaran, dan melakukan evaluasi
target penghimpunan dana.®
4. Produk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan Aplikasinya
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bergerak dibidang koperasi
simpan pinjam, di mana koperasi ini dijadikan sebagai tempat alternatif
peminjaman dana dan penyimpanan dana baik anggota, calon anggota,
dan masyarakat sekitar.
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki beberapa produk
yang ditawarkan kepada anggota, antara lain sebagai berikut:*°
a. Penghimpunan dana terdiri dari:

1. Simpanan pokok, yakni simpanan yang wajib dibayar oleh anggota
kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan ini tidak
dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Besar simpanan harus sama dengan anggota yang lainnya.
Simpanan pokok yang berlaku di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Penyertaan
modal dari anggota melalui simpanan pokok menggunakan akad
mudarabah mutlagah yang artinya anggota menyerahkan
sepenuhnya kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk

dikelola.®!

8Syaifudin, Wawancara, Surabaya, 3 Agustus 2017.
%Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.
!Sunardi, Wawancara, Surabaya, 3 Agustus 2017.
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2. Simpanan wajib, yakni sejumlah simpanan tertentu yang harus
dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan
tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal
sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besar simpanan minimal
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan
setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib ini jika anggota
dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera.

3. Simpanan sukarela, yakni simpanan yang jumlahnya tidak
ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan anggota. Simpanan ini
sebagai bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan
dana, kemudian dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
Simpanan sukarela ini menggunakan akad wadi ahyad damanah di
mana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-
waktu.

4. Simpanan berjangka, yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikkannya sesuai
dengan jangka waktu pada perjanjian. Simpanan ini berasal dari
anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi

dari anggota menggunakan akad mudarabah mutlagahyang artinya
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anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi
tersebut untuk dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.®”

5. Simpanan wadi’ah, yakni titipan anggota yang harus dijaga dan
dikembalikan  setiap saat anggota yang Dbersangkutan
menghendakinya.

6. Dana sosial, yakni danayang diperoleh oleh KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera berasal dari produk Zakat Infaq Shadaqgah (ZIS).
Penghimpunan dana ZIS berasal dari 2,5% gaji pengurus serta
karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan denda
keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari anggota.
Penyaluran dana ZIS dapat disalurkan sebagai pembiayaan Qardul
Hasan dan pemberian bantuan di lingkungan sekitar
membutuhkan dana tersebut.”?

b. Penyaluran dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga, modal usaha, pendidikan, membeli kendaraan, dan keperluan
lain sebagainya. Untuk itu, akad-akad yang digunakan oleh KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera sebagai berikut:

1. Pembiayaan akad murabahah, merupakan akad perjanjian jual-beli
antara koperasi dan anggota di mana KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera sebagai pihak penyedia dana yang dapat digunakan oleh

2Ariyanti Yudha Saputri, Wawancara, Surabaya, 3 Agustus 2017.
% Ariyanti Yudha Saputri, Wawancara, Surabaya, 3 Agustus 2017.
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anggota atau calon anggota sebagai modal usaha dan pengadaan
barang.

Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni
menverifikasi dan menganalisis permohonan pembiayaan. Jika
permohonan tersebut sudah disetujui sesuai dengan besarnya
pengajuan atau kurang dari pengajuan maka akan dijelaskan saat
berlangsungnya akad. Selain itu, margin KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera akan tercantum dalam perjanjian tersebut.’

. Pembiayaan akad jjarah, merupakan akad pemindahan hak guna

atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah
(sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang
tersebut.”> Akad pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian
pembiayaan jasa. Pada akad ini dapat berupa biaya pendidikan dan

biaya kesehatan.

. Pembiayaan akad mudarabah, merupakan bentuk kerja sama

antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal (shabibul
maal) memberikan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib)
duntuk melakukan usaha bersama.”® Pada KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera akad mudarabah terdiri dari 2 kategori. Yang

%4Syaifudin, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017.
%Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

%Ibid., 149.
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pertama, pembiayaan komersial, di mana anggota koperasi wajib
untuk membayar margin yang telah ditetapkan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.

Kategori yang kedua, pembiayaan secara sosial, di mana
tidak wajib mengeluarkan margin namun diganti dengan
memberikan sumbangan baik berupa zakat, infaq, atau shodaqoh
jika mampu.Kategori ini bersifat tidak memaksa.”’

4. Pembiayaan akad Qardul Hasan, merupakan pinjaman yang
diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Pada KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad ini untuk
mengedepankan kemashlahatan. Pada akad ini koperasi tidak
mendapatkan margin tetapi murni untuk digunakan dana sosial.
Akad ini diaplikasikan untuk kalangan tertentu, sumber dana yang

digunakan berasal dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

c. Pelayanan pembayaran online meliputi:®®
1. Pembayaran listrik, telepon/pulsa, air, TV kabel
2. Pembayaran angsuran kredit, kartu kredit
3. BPJS

4. Tiket pesawat dan kereta api

7 Ariyanti Yudha Saputri, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017.
%Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.
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B. Penggunaan Kotak Penagihan pada Pembiayaan Murabahah

Penggunaan kotak penagihan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera merupakan salah satu model yang diterapkan oleh koperasi untuk
mengendalikan risiko pembiayaan terutama pada pembiayaan
murabahah.lde munculnya kotak penagihan ini diawali dengan banyaknya
anggota yang menunggak dan sulit sekali ditagih, terutama anggota yang
berpendapatan harian atau anggota yang berprofesi sebagai pedagang.”®
Berikut ini adalah data anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang

mengalami pembiayaan bermasalah:

Tabel 3.1
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang Mengalami
Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

1 510101833 Rp 10.000.000,00 24
2 510102115 Rp  3.000.000,00 12
3 510101756 Rp  20.000.000,00 36
4 510102080 Rp  2.000.000,00 15
5 510101937 Rp  20.000.000,00 36
6 510102093 Rp 17.500.000,00 15
7 510101982 Rp  7.000.000,00 20
8 510102178 Rp  7.000.000,00 12
9 510102126 Rp 30.000.000,00 36
10 510101727 Rp 15.000.000,00 36
11 510102035 Rp 10.000.000,00 24
12 510102084 Rp  3.000.000,00 12
13 510101972 Rp 12.000.000,00 24
14 510101886 Rp 30.000.000,00 30
15 510102073 Rp  5.000.000,00 18

9Sunardi, Wawancara, Surabaya, 2 Agustus 2017.



16 510101945 Rp 25.000.000,00 24
17 510102052 Rp 20.000.000,00 20
18 510101961 Rp  7.500.000,00 36
19 510102001 Rp  4.000.000,00 18
20 510102065 Rp 15.000.000,00 36
21 510101834 Rp  3.000.000,00 24
22 510102044 Rp 10.000.000,00 24
23 510101723 Rp 10.000.000,00 36
24 510101853 Rp  30.000.000,00 30
25 510102063 Rp  4.000.000,00 12
26 510102025 Rp  6.000.000,00 15
27 510101841 Rp 10.000.000,00 30
28 510101830 Rp 25.000.000,00 24
29 510102092 Rp 22.000.000,00 18
30 510101635 Rp 35.000.000,00 36
31 510101985 Rp 10.000.000,00 24
32 510102134 Rp 12.000.000,00 12
33 510101950 Rp  2.000.000,00 18
34 510101620 Rp  9.000.000,00 36
35 510102010 Rp  5.000.000,00 18
36 510102179 Rp  6.000.000,00 18
37 510102111 Rp 10.000.000,00 12
38 510102017 Rp  3.000.000,00 15
39 510102094 Rp 12.000.000,00 24
40 510101901 Rp  4.500.000,00 24
41 510102031 Rp 15.000.000,00 15
42 510102174 Rp 15.000.000,00 24
43 510101915 Rp  2.500.000,00 24
44 510101790 Rp 10.000.000,00 36
45 510101885 Rp 40.000.000,00 30
46 510101940 Rp  5.000.000,00 36
47 510102105 Rp  5.000.000,00 24
48 510101939 Rp  7.000.000,00 20
49 510101910 Rp  9.000.000,00 36
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Sumber: data sekunder diolah tahun 2017.

Tabel di atas terlihat jumlah anggota yang mengalami pembiayaan
bermasalah sebanyak 49 anggota pada tahun 2017.Berbagai cara telah

diterapkan oleh koperasi dalam manajemen risiko untuk dapat
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mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah,

diantaranya sebagai berikut:!'%°

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), dimana pihak koperasi akan
memperpanjang periode atau jangka waktu bagi anggota untuk
membayar angsurannya, sehingga beban angsuran setiap bulan semakin
ringan.

2. Restructuring (persyaratan kembali), yaitu memberikan keringanan
pembayaran angsuran terhadap anggota dengan mengubah jumlah
nominal yang harus dibayar tiap bulan, hal ini dilihat dari kondisi
anggota, apabila anggota tersebut dianggap tidak mampu membayar
angsuran setiap bulan dengan jumlah nominal yang disetujui pada awal
akad.

3. Pelelangan barang jaminan, hal ini dilakukan oleh pihak koperasi
apabila pembiayaan dianggap benar-benar macet (telah melampaui 9
bulan) dan tidak mungkin lagi anggota untuk membayarnya. Sehingga
jaminan (agunan) milik anggota akan dilelang untuk membayar sisa

angsuran pembayaran.

Berdasarkan maajemen risiko yang telah diterapkan oleh KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera untuk meminimalisir risiko pembiayaan pada
pembiayaan murabahah, ternyata pihak koperasi belum puas dengan hasil

yang didapatkan setelah menggunakan 3 langkah manajemen risiko yang

10 Ariyanti Yudha Saputri, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017.
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telah diterapkan. Sehingga pihak koperasi menggunakan kotak penagihan
menjadi salah satu alat dalam manajemen risikonya. Berikut adalah model

dari kotak penagihan:

Gambar 3.2
Model Kotak Penagihan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

A
v

Sumber: dokumentasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pada gambar model kotak penagihan diatas, memiliki panjang dan
lebar 20cm x 20cm terbuat dari kayu, dan terdapat tempat kunci dan lubang
sebagai tempat memasukkan uang. Sebelum pihak koperasi memberikan
kotak penagihan terhadap anggota, koperasi akan melakukan identifikasi,

megevaluasi, dan mengukur terlebih dahulu mana saja anggota yang layak
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diberikan kotak penagihan tersebut. Koperasi mengkualifikasikan anggota
yang berhak menerima kotak penagihan ini diantaranya sebagai berikut:!°!

Tabel 3.2
Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

1 Tunggakan < 1-2 bulan Lancar

2 Tunggakan > 3 bulan Kurang Lancar
3 Tunggakan > 6 bulan Diragukan

4 Tunggakan > 9 bulan Macet

1. Anggota yang dikatakan memiliki laporan pembiayaan kurang
lancardengan tunggakan >3 bulan sampai dengan 6 bulan dan telah
diberikan SP (Surat Peringatan) pada tunggakan 2 bulan dari koperasi,
namun tidak ada tanggapan atau keinginan dari anggota untuk
membayar kepada koperasi.

2. Anggota yang berprofesi sebagai pedagang, hal ini disebabkan karena
pendapatan perbulan tidak yang menentu, jadi pemberian kotak
penagihan ini cocok untuk anggota yang berpendapatan harian. Tetapi
pada anggota yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang bisa
diberikan kotak penagihan berdasarkan (a) Pada awal akad pihak
koperasi telah menawarkan kepada anggota mengenai kotak tersebut
dan anggota menerimanya, dan (b) Dilihat dari angsuran anggota yang

kurang lancar berdasarkan laporan keuangan.

101Saifudin, Wawancara, Surabaya, 2 Agustus 2017.
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3. Anggota yang telah melakukan rescheduling danrestructuring dengan
pihak koperasi dalam megatasi risiko pembiayaan, namun cara itu

dianggap tidak berhasil untuk membuat anggota membayar

angsurannya.'??
Berikut ini data anggota yang masuk dalam kualifikasi KSPPS

Muamalah Berkah Sejahtera yang Penerimaan Kotak Penagihan:

Tabel 3.3
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang Termasuk Kualifikasi
Penerimaan Kotak Penagihan Tahun 2017

1 510102115 Rp 3.000.000,00 12
2 510101756 Rp 20.000.000,00 36
3 510102059 Rp 10.000.000,00 15
4 510102080 Rp 2.000.000,00 15
5 510102069 Rp 12.000.000,00 20
6 510102128 Rp 3.000.000,00 12
7 510101982 Rp 7.000.000,00 20
8 510102178 Rp 7.000.000,00 )
9 510102126 Rp 30.000.000,00 36
10 | 510101727 Rp 15.000.000,00 36
11 |510102162 Rp 5.000.000,00 18
12 | 510102107 Rp 20.000.000,00 18
13 | 510101972 Rp 12.000.000,00 24
14 |510102073 Rp 5.000.000,00 18
15 | 510101945 Rp 25.000.000,00 24
16 | 510102052 Rp 20.000.000,00 20
17 | 510102065 Rp 15.000.000,00 36
18 | 510102044 Rp 10.000.000,00 24
19 | 510102025 Rp 6.000.000,00 15
20 | 510101830 Rp 25.000.000,00 24
21 | 510102092 Rp 22.000.000,00 18
22 | 510102134 Rp 12.000.000,00 12
23 | 510101620 Rp 9.000.000,00 36

102Qyaifudin, Wawancara, Surabaya, 12 November 2017.
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24 510102173 Rp 5.500.000,00 24
25 510102179 Rp 6.000.000,00 18
26 510102094 Rp 12.000.000,00 24
27 510101790 Rp 10.000.000,00 36
28 510101940 Rp 5.000.000,00 36
29 510101963 Rp 5.000.000,00 20
30 510101910 Rp 9.000.000,00 36
Sumber: data sekunder diolah tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 30 anggota yang masuk dalam
kualifikasi penerimaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko
pembiayaan.Setelah melakukan identifikasi, mengevaluasi, dan mengukur
terhadap anggota yang layak diberikan kotak penagihan, maka pihak
koperasi akan menjelaskan teknisi penggunaan kotak tersebut.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak koperasi (AO)akan datang menemui anggota dan melakukan
mediasi mengenai penunggakan angsuran pembayaran dan cara

penyelesaian mengenai permasalahan tersebut.

2. AO (Account Officer) akan memberikan surat perjanjian kepada

anggota yang berisi kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota
tentang bersedianya anggota menerima kotak penagihan tersebut.

3. AO dan anggota melakukan kesepakatan mengenai jumlah/nominal
yang wajib diisi ke dalam kotak penagihan selama sebulan dan tanggal

pengambilan kotak sesuai akad.

Berikut ini adalah data anggota KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera yang mendapatkan kotak penagihan:
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Tabel 3.4

Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Penerima Kotak
Penagihan

1 510101591 Rp 15.000.000,- 24
2 510101782 Rp 5.000.000,- 15
3 510101900 Rp 2.000.000,- 12
4 510101926 Rp 3.000.000,- 12
5 510101723 Rp 10.000.000,- 36
6 510101818 Rp 8.500.000,- 20
7 510101915 Rp 2.500.000,- 24
8 510102165 Rp 5.000.000,- 15
9 510102157 Rp1.000.000,- 12
10 | 510101953 Rp 5.000.000,- 12
11 | 510101982 Rp 7.000.000,- 20
12 | 510102027 Rp 7.000.000,- 12
13 | 510102195 Rp 1.000.000,- 12
14 | 510101841 Rp 10.000.000,- 30
15 | 510102217 Rp 4.000.000,- 24
16 | 510102020 Rp 5.000.000,- 12
17 | 510102073 Rp 5.000.000,- 18
18 | 510101910 Rp 9.000.000,- 36
19 | 510102094 Rp 12.000.000,- 24
20 | 510102092 Rp 22.000.000,- 18

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan data anggota koperasi yang menerima

kotak penagihan dengan jumlah pembiayaan tertentu dan jangka waktu

angsurannya.Sebagian besar anggota koperasi yang menerima kotak

penagihan tersebut berprofesi sebagai pedagang yang artinya anggota yang

memiliki pendapatan harian.!

C. Tingkat Penggunaan Kotak Penagihan pada Pembiayaan Murabahah

03

103Syaifudin, Wawancara, Surabaya, 12 November 2017.
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Pembiayaan bermasalah menggambarkan dalam penyaluran dana
mengalami risiko kegagalan pengembalian kewajiban anggota koperasi.
Peningkatan pembiayaan bermasalah menyebabkan koperasi mengalami
kerugian potensial dan dapat menimbulkan berbagai masalah bagi koperasi
diantaranya menurunnya likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan biaya-
biaya tambahan. Manajemen risiko pembiayaan diperlukan untuk
meminimalisir risiko pembiayaan guna mengelola pembiayaan bermasalah
yang muncul dalam kegiatan koperasi.!%*

Pengukuran risiko pembiayaan dapat diketahui dengan NPF (Non
Performing Financing) atau rasio pembiayaan berisiko.Berdasarkan
ketentuan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan
Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.Standar kriteria
yang ditetapkan Kementrian Koperasi bahwa rasio pembiayaan
bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi 5%.'%°

Berikut ini presentase mengenai jumlah pembiayaan bermasalah
(risiko pembiayaan) yang terjadi pada pembiayaan murabahah di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera:

Gambar 3.3

Presentase Pembiayaan Bermasalah (Risiko Pembiayaan) KSPPS
Muamalah Berkah SejahteraTahun 2011-2016

104Septa Priangga Putra dkk, “Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Sebagai Alat untuk
Meminimalisir Risiko pembiayaan: Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau
Kusumadjaja Malang”, Jurnal Adminitrasi Bisnis, Vol. 26, No. 2 (September 2015), 2 .
10SPERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal
10.
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Sumber: laporan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tahun 2011-2016

Berdasarkan grafik di atas, terlihat presentase risiko pembiayaan di
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dari tahun 2011 sampai 2016
mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2011 sampai
2013 terus mengalami peningkatan hingga melebihi batas NPF (Non
Performing Financing) atau rasio pembiayaan berisiko yang ditetapkan di
Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/1V/2016, bahwa rasio pembiayaan
bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi 5%. Terlihat risiko
pembiayaan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,3%, kemudian

mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 sebesar 3,2%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2014, KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera telah berhasil mengendalikan risiko pembiayaan dengan terus
mengembangkan manajemen risiko dalam operasionalnya.Kemudian pada
tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.
Namun pihak koperasi terus berusaha dalam mengendalikan risiko
pembiayaan agar jumlahnya tidak terus mengalami kenaikan pada setiap

tahunnya.'0°

Oleh karena itu, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki
inovasi dalam manajemen risikonya dengan menggunakan kotak
penagihan sebagai salah satu model untuk meminimalisir risiko
pembiayaan dalam operasionalnya yang telah diterapkan sejak bulan Juni
2017 terutama anggota yang berprofesi sebagai pedagang. Berikut ini

adalah data jumlah pembiayaan pada bulan Januari 2017-Juni 2017:

Tabel 3.5

Data Jumlah Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
Bulan Januari 2017-Juni 2017

1 | Januari Rp 1.644.692.599,00 | Rp 327.944.223,00
2 | Februari Rp 1.919.615.773,00 | Rp 378.327.223,00
3 | Maret Rp 1.984.137.932,00 | Rp 305.969.223,00
4 | April Rp 2.004.409.553,00 | Rp 369.573.223,00
5 | Mei Rp 2.079.022.971,00 | Rp 344.611.223,00
6 | Juni Rp 2.129.425.529,00 | Rp 325.969.223,00

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

196Sunardi, Wawancara, Surabaya, 2 Agustus 2017.
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Data di atas adalah data pembiayaan yang ada di dalam operasional
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menunjukkan total pembiayaan
yang terjadi dari bulan Januari 2017-Juni 2017 serta total pembiayaan yang
bermasalah. Terlihat pada total pembiayaan bermasalah mengalami
kenaikan dan penurunan, hal tersebut juga diimbangi dengan peningkatan
jumlah pembiayaan yang terjadi, sehingga jumlah risiko pembiayaan yang

terjadi juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Berikut ini adalah presentase sebelumpenggunaan kotak penagihan
dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera:

Gambar 3.4
Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017-Juni 2017 Sebelum
Menggunakan Kotak Penagihan
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Dari data grafik di atas merupakan tingkat presentase risiko
pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebelum menggunakan
kotak penagihan.Terlihat dari data bulanan bahwa tingkat risiko
pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melebihi 5% dari batas
maksimal yang tertulis di Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi.

Melihat data di atas bahwa jika dibiarkan terus-menerus
meningkatnya tingkat risiko pembiayaan di koperasi tersebut, maka
koperasi menerapkan kotak penagihan sebagai salah satu model

manajemen risiko dalam mengendalikan risiko pembiayaan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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pembiayaanmurabahah yang diterapkan sejak bulan Juni 2017 Berikut ini

adalah data jumlah pembiayaan pada bulan Juli 2017-Desember 2017:

Tabel 3.6

Data Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bulan Juli
2017-Desember 2017

1| Juli Rp 2.127.735.704,00 Rp 417.948.223,00
2 | Agustus Rp 2.289.042.477,00 Rp 420.105.223,00
3 | September Rp 2.247.337.317,00 Rp 482.780.223,00
4 | Oktober Rp 2.150.745.372,00 Rp 567.568.223,00
5 | November Rp 2.097.219.407,00 Rp 536.665.723,00
6 | Desember Rp 2.051.410.038,00 Rp 541.500.723,00

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan total pembiayaan dan total pembiayaan
bermasalah pada bulan Juli 2017-Desember 2017. Sama seperti tabel 3.5,
pada tabel 3.6 juga mengalami kenaikan dan penurunan.Berikut ini adalah
presentase setelahpenggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan

risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

Gambar 3.5
Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera Bulan Juli 2017-Desember 2017 Setelah
Menggunakan Kotak Penagihan
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Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Dari data grafik di atas merupakan tingkat presentase risiko
pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setelah menggunakan
kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan.Terlihat dari
bulan Juli sampai dengan bulan Desember tingkat risiko pembiayaan terus-
menerus mengalami penurunan hingga di bawah 5%.Meskipun pada bulan
Juni dan bulan Juli masih di atas 5%, tetapi dibulan selanjutnya sampai

terus bulan Desember terus mengalami penurunan yang cukup t

BAB IV

ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAY AAN MURABAHAHDI
KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

197Sunardi, Wawancara, Surabaya, 2 Agustus 2017.
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A. Analisis Penggunaan Kotak Penagihan pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab 3, bahwa
pembiayaan yang paling sering digunakan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah
akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati.'%®

Kegunaan pembiayaan di dalam operasional KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
didasarkan pada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana
kepada penerima dana, schingga penerima dana berkewajiban
mengembalikan dana yang diberikan oleh pemberi dana sesuai dengan
jangka waktu yang telah disepakati selama akad pembiayaan.!?”

Akad yang digunakan di dalam pembiayaan murabahah adalah akad
tijarah (compensational contract).Akad tijarah adalah segala macam
perjanjian yang tujuannya sama-sama mencari keuntungan dan besar

keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang

bersangkutan.!!” Dalam akad tijarah, pembiayaan murabahah termasuk

18pERMEN No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 Te 71 n Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,

1991smail, Perbankan Syariah(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 105-106.

1OSunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),

15.
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dalam kategori Natural Certainty Contracts (NCC), merupakan suatu jenis
kontrak transaksi bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan
pendapatan, baik jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahannya.'!!

Pada pembiayaanmurabahah biasanya digunakan untuk usaha
produktif, misalnya usaha kuliner, toko kelontong, berdagang di pasar, dan
lain sebagainya.Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pembiayaan
tersebut terdapat risiko yang harus dihadapi oleh koperasi.Untuk itulah
dibutuhkan manajemen risiko dalam mengendalikannya.

Dalam penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam mengendalikan risiko
pembiayaan pada pembiayaan murabahah salah satunya dengan
menggunakan kotak penagihan. Menurut Adi Warman bahwa manajemen
risiko adalah “serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari kegiatan usaha”.!!?

Berbagai cara telah dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera dalam mengendalikan risiko pembiayaan di dalam
operasionalnya, seperti:

Gambar 4.1
Pengelolaan Risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

"Adi Warman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), 72.
2[pid., 255.
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2. Restructuring

1. Rescheduling (mengubah 3. Pelelangan

(penjadwalan

nominal jaminan

kembali) angsuran)

Keterangan:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), atau memperpanjang jangka
waktu/periode pembayaran. Hal ini dilakukan apabila terjadi
ketidakcocokan jadwal pembayaran angsuran yang dibuat oleh AO
(Account Officer) dengan kemampuan dan kondisi anggota. Sehingga
dilakukan evaluasi dan analisis kembali terhadap kemampuan anggota
agar cocok dan tepat dengan jadwal baru dalam pembayaran.'!3

2. Restructuring (persyaratan kembali), yaitu dengan merubah nominal
pembayaran. Ini dilakukan apabila anggota merasa tidak mampu
membayar dengan jumlah nominal yang telah disepakati sejak awal
akad. Maka koperasi akan merubah nominal pembayaran sesuai dengan
kemampuan anggota tetapi jangka waktu pembayaran akan

diperpanjang.!!*

"3Ali Hamdan dan Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA PRESS, 2015), 79.
N4Qyaifudin, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017.
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3. Pelelangan barang jaminan, apabila anggota dianggap benar-benar
tidak dapat lagi membayar kepada koperasi, sehingga barang jaminan

anggota akan dilelang untuk membayar sisa pembayaran di koperasi.

Berdasarkan manajemen risiko yang diterapkan di koperasi
tersebut, ternyata pihak koperasi belum merasa puas dengan menggunakan
3 cara untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dihadapi terutama
anggota yang berprofesi sebagai pedagang yang berpendapatan harian,
sehingga menggunakan kotak penagihan sebagai salah satu manajemen
risiko yang diterapkan oleh koperasi yang mulai diterapkan sejak bulan
Juni 2017. Tetapi pemberian kotak tidak sembarangan dilakukan oleh
koperasi. Berikut kerangka proses manajemen risiko KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera pada kotak penagihan:

Gambar 4.2
Proses Manajemen Risiko KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada
Kotak Penagihan

Proses Manajemen Risiko
KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera pada Kotak Penagih:

2. Evaluasi dan

1. Identifikasi Risiko Pengukuran Risiko

3. Pengelolaan Risiko

L Laporan keuangan L Berprofesi sebagai Penggunaan KotakJ

yang kurang lancar pedagang Penagihan

Keterangan:
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Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh koperasi dengan menganalisis
dari data angsuran anggota yang kurang lancar berdasarkan laporan
keuangan, yaitu anggota yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan.
Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Dalam evaluasi dan pengukuran risiko, koperasi mengutamakan
anggota yang benar-benar bermasalah dan sebagian besar anggota yang
bermasalah berprofesi sebagai pedagang.Karena pendapatan mercka
yang harian dan kebanyakan pendapatan mereka digunakan untuk
memenuhikebutuhan daripada membayar angsuran ke koperasi,

sehingga memiliki potensi risiko pembiayaan.

. Pengelolaan Risiko

Setelah koperasi melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengukuran
risiko, maka selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola risiko
tersebut. Koperasi akan menggunakan kotak penagihan dalam
mengendalikan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah
apabila anggota yang bermasalah terutama untuk anggota yang
berprofesi sebagai pedagang.

Setelah mengetahui data-data anggota yang berhak menerima

kotak penagihan, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah dengan
teknisi penggunaan kotak penagihan pada pembiayaan murabahah Berikut

teknisi penggunaan kotak penagihan di KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera:
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Gambar 4.3
Teknisi Penggunaan Kotak Penagihan

5. AO mengambil @ 1. Melakukan

ko!‘, ak penagihan Mediasi (AO dan
sesuai dengan tanggal anggota)
pengambilan &8
AO + Anggota +
Kotak Penagihan .
4. Anggota 2. AO memberikan
mengisi kotak surat perjanjian
penagihan penerimaan kotak
dengan sejumlah penagihan kepada
uang anggota
3.Anggota

menanda tangani
surat perjanjian
dan menerima
kotak

Keterangan:

AO melakukan mediasi dengan anggota dengan mendatangi
kediamannya, kemudian AO akan menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangannya. Hal ini dilakukan dengan pendekatan secara
kekeluargaan.

AO akan memberikan surat perjanjian yang berisi ketersediaan anggota
menerima kotak tersebut, jumlah uang yang wajib dimasukkan ke
kotak, dan tanggal pengambilan kotak.

Apabila anggota setuju dengan surat perjanjian beserta isinya, maka
anggota akan menanda tangani surat tersebut sebagai bukti

kesepakatan antara anggota dengan pihak koperasi.
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4. Anggota wajib mengisi kotak penagihan dengan nominal yang tertulis
di dalam surat perjanjian.

5. AO akan melakukan pengambilan kotak penagihan sesuai jadwal
pengambilan yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

Tujuan dari adanya kotak penagihan ini selain mempersempit ruang
gerak anggota yang sulit membayar, juga meringankan beban anggota
karena fungsi dari kotak penagihan ini mirip seperti tabungan, sehingga
anggota sadar untuk menabung yang nantinya hasil tabungan tersebut
digunakan untuk membayar angsuran ke koperasi.!!3

Selain itu, penggunaan kotak penagihan hanya diperuntukan
terhadap anggota yang benar-benar mengalami pembiayaan bermasalah,
terutama yang berprofesi sebagai pedagang.Karena pendapatannya tidak
diketahui secara pasti jumlahnya setiap bulan yang didapatkan.Dan
kebanyakan hasil dari berdagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
keluarga dibandingkan untuk membayar angsuran di koperasi.Dengan
adanya kotak penagihan ini, anggota dapat menyisihkan sebagian dari
pendapatannya untuk dimasukkan ke dalam kotak yang nantinya bisa

digunakan untuk membayar angsuran pada koperasi.

B. Analisis Tingkat Efektivitas Penggunaan Kotak Penagihan untuk

Mengendalikan Risiko Pembiayaan Murabahah

15Qyaifudin, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017.
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Pengukuran risiko pembiayaan dapat diketahui dengan melihat
NPF  (Non  Performing Financing) atau rasio pembiayaan
berisiko.Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.
6/1V/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Koperasi.Standar kriteria yang ditetapkan Kementrian Koperasi bahwa
rasio pembiayaan bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi
50,116

Peningkatan pembiayaan bermasalah menyebabkan koperasi
mengalami kerugian potensial dan dapat menimbulkan berbagai masalah
bagi koperasi diantaranya menurunnya likuiditas, solvabilitas,
rentabilitas, dan biaya-biaya tambahan. Risiko pembiayaan salah satu yang
sering terjadi di dalam operasional koperasi, risiko pembiayaan adalah
risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi
kewajibannya. Risiko ini dapat berasal dari fungsional lembaga sendiri
atau berasal dari debitur yang sehingga mengalami gagal bayar sesuai akad
yang telah disepakati.!'’

Di dalam proses manajemen risiko terdiri dari 3 tahap yaitu
identifikasi risiko, evaluasi dan mengukur risiko, dan pengelolaan risiko.

Untuk menghadapi risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah adalah

HSPERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal
10.

1"Rizki Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha
Masyarakat”, Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2 (Desember 2014), 230.
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bagaimana pengelolaan risiko pada pembiayaan tersebut. Pengelolaan
risiko dapat dilakukan dengan beberapa macam cara diantaranya:'!®

Gambar 4.4
Skema Pengelolaan Risiko

[ 1. Penghindaran ]

7 N

5. Pendanaan .
[ Risiko ] [ 2. Retention ]

4. Transfer . . .
[ Risiko ] [ 3. Diversifikasi ]

<

Keterangan:

1. Penghindaran, penghindaran dilakukan apabila risiko yang dihadapi
sangat besar dan koperasi tidak dapat mengelolanya.

2. Ditahan (refention), menahan risiko apabila koperasi mampu mengelola
risiko yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain.

3. Diversifikasi adalah penempatan beberapa aset milik koperasi yang
digunakan untuk meminimalkan risiko.

4. Transfer risiko adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh risiko

yang ditanggung oleh pihak lain (penanggung).

118V eitzhal Rivai dan Rifki Ismal, Is/amic Risk Management for Islamic Bank (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2010), 272.
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5. Pendanaan risiko adalah suatu kegiatan untuk mengalokasikan dana
koperasi sebagai kompensasi dan cadangan jika risiko benar-benar
terjadi.

Pada pengelolaan risiko yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera adalah dengan melakukan rescheduling, restructuring,
pelelangan barang jaminan, dan kotak penagihan.!'!”Dalam pengelolaan
risiko yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu
dengan melakukan refention (menahan risiko), artinya bahwa koperasi
mampu mengelola risiko yang dihadapi itu sendiri tanpa bantuan pihak
lain. Terbukti dari berbagai cara yang telah dilakukan koperasi dalam
manajemen risikonya dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada

pembiayaan murabahah salah satunya dengan menggunakan kotak

penagihan.
Gambar 4.5
Pengelolaan Risiko dengan Cara Retention diKSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera
Anggota yang mengalami Penjadwalan
macet dan telah kembali periode
melampaui lebih dari 9 pembayaran
bulan (tunggakan 3

bulan)
119Syaifudin, Wawancara, Surabaya, 12 November 2017.
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Rescheduling

Pelelangan

Barang Pembiayaan Restructuring
Jamninan dengan
Retention
Diperuntukan bagi \
anggota yang Mengubah nominal
bermasalah dan angsuran

berprofesi sebagai Kotak berdasarkan
pedagang Penagihan kemapuan
membayar

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penggunaan kotak
penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah
Berkah Sejahtera, berikut ini adalah data perbandingan sebelum dan
sesudah menggunakan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko

pembiayaan:

Gambar 4.6
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kotak
Penagihan Dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2017



83

7.00

6.00 TP

5.00 +—
Q

H—

Q
$ 3.00
A

2.00

[95]

1.00

§400 5;)7 5.07
g :

o
Y AN VRN RN AP P i 9
ve)

_———f - .__io.__

R s L
O

0.00 T T ! T T T T T T . T ! T T

Bulan

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas terlihat perbedaan sebelum dan sesudah
menggunakan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan
pada pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
Dilihat pada bulan Januari 2017 sampai bulan Juni 2017 tingkat risikonya
melebihi 5% saat itu koperasi belum menerapkan kotak penagihan dalam
manajemen risikonya untuk anggota yang bermasalah terutama anggota
koperasi yang berprofesi sebagai pedagang.

Kemudian pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember
2017 mulai ada penurunan hingga di bawah 5%. Ini setelah koperasi
menerapkan penggunaan kotak penagihan sebagai salah satu model di
dalam manajemen risiko untuk mengendalikan risiko pembiayaan di
koperasi.

Gambar 4.7
Dampak Positif Penggunaan Kotak Penagihan




84

1. Bagi KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera 2. Bagi anggota

( Menjadi alternatif lain N
Mengurangi tingkat dalam penyelesaian
risiko pembiayaan pembiayaan dengan

murabahah di dalam koperasi selain
operasionalnya melakukan pelelangan
L ) barang jaminan )

( Menjadi salah satu model A f )
manajemen risiko bagi Menyadarkan anggota
anggota yang bermasalah untuk menabung yang
|| terutama yang berprofesi — nantinya digunakan
sebagai pedagang selain untuk membayar
melakukan rescheduling, angsuran ke koperasi
restructuring, dan \ y

\ pelelangan jaminan y

Pada gambar 4.5 menjelaskan dampak positif yang didapatkan dari
penggunaan kotak penagihan ini, baik koperasi maupun anggota.Hal ini
terbukti bahwa penggunaan kotak penagihan dalam mengendelikan risiko
pembiayaan pada pembiayaan murabahah cukup efektif. Meskipun
penggunaannya baru berjalan 6 bulan, terlihat terjadi penurunan presentase
tingkat risiko pembiayaan hingga pada bulan Desember 2017 sudah
mencapai 3,79% atau sudah dibawah 5% sesuai dengan Peraturan Deputi
No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah Koperasi.'?’

120pERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal
10.
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Gambar 4.8
Skema Penggunaan Kotak Penagihan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera

Banyaknya anggota yang sulit
ditagih khususnya anggota
berprofesi sebagai pedagang

T

Sebagai alternatif Ide Laporan keuangan
untuk menghindari —
pelelangan jaminan

—»  yang kurang lancar

Identifikas
i risiko

Anggota
Koperasi

Anggot fesi
Menurunkan tingkat risiko ggota berprofesi

embiavaan dalam < Penggunaa —p  sebagai pedagang dan
P y. n Kotak Evaluasi memiliki masalah
operasionalnya Penagihan .
dan pembiayaan

Koperasi pengukura

n risiko

Mediasi Pengelolaa
dan surat n risiko *tention(menah
perjanjian ¢ d an risiko)
Rescheduling,
restructuring,
kotak

penagihan, dan
pelelangan

Dari gambar 4.8 merupakan tahapan-tahapan penggunaan kotak
penagihan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, mulai dari awal ide
adanya kotak penagihan, pengendalian risiko (rescheduling, restructuring,

kotak penagihan, dan pelelangan jaminan), teknisi penggunaan, serta
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manfaat yang diperoleh dari penggunaan kotak penagihan dalam
mengendalikan risiko pembiayaan murabahah baik koperasi maupun

anggota yang menerima kotak.

BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
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Penggunaan kotak penagihan merupakan salah model yang digunakan di
dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Mumalah Berkah Sejahtera
dalam mengendalikan risiko pembiayaan terutama anggota yang
berpendatan harian atau berprofesi sebagai pedagang. Berbagai cara telah
dilakukan oleh koperasi dalam mengendalikan risiko pembiayaan seperti
rescheduling, restructuring, dan pelelangan barang jaminan. Pada
penggunaan kotak penagihan ini koperasi harus mengidentifikasi,
menganalisi, dan mengukur anggota yang pantas diberikan kotak ini.
Setelah itu, koperasi akan melakukan mediasi dan menyiapkan surat
perjanjian kepada anggota sebagai bukti bahwa anggota bersedia
menerima kotak tersebut.

Tingkat efektivitas dari penggunaan kotak penagihan dalam
mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
dapat dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam
mengelola risiko koperasi melakukan refention (menahan risiko).
Berdasarkan data yang diperoleh sebelum menggunakan kotak penagihan
tingkat risiko pembiayaan mencapai diatas 5%, kemudian setelah
menggunakan kotak penagihan tingkat risikonya menurun hingga
mencapai 3,79%, hal ini sesuai dengan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.
6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

86
Koperasi. Standar kriteria yang d: mentrian Koperasi bahwa
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rasio pembiayaan bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi

5%.

B. Saran

1.

Bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, upaya untuk mengendalikan
risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah dengan menggunakan
kotak penagihan dalam manajemen risikonya diharapkan terus
berkembang untuk ke depannya. Karena penggunaan kotak penagihan
ini jarang ditemui di koperasi-koperasi lain dan dapat dijadikan
referensi oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam
mengendalikan risiko pembiayaan di dalam operasionalnya.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan
literatur untuk penelitian berikutnya tentang manajemen risiko untuk
mengendalikan risiko pembiayaan. Mengingat penggunaan kotak
penagihan ini baru berjalan pada tahun 2017 dan banyak sekali hal-hal

yang bisa diteliti dari sisi lain kotak penagihan ini.
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